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Rancu,
Data Kemiskinan
di Badung
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Mangupura (Bali Post) :

Data angka kemiskinan di Kabupaten Badung rancu. Sejumlah instansi yang
menjadi rujukan, selama ini mengantongi angka yang berbeda-beda. Data di
Badan Pusat Statistik (BPS) Badung, misalnya, menunjukkan angka kemiskinan
12 ribu jiwa. Sementara data Kementerian Sosial, angka kemiskinan di Badung
mqncapai 21 ribu jiwa. Namun, Pemkab Badung mencatat data hanya 6 ribu jiwa.
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erbedaan tersebut diakui
Walkil Bupati Badung I Ketut
Suiasa. Ditemui di ruang ker-
janya, Selasa (2€/2) kemarin,
Wabup Suiasa mengatakan
pealu adanya koordinasi lebih
lanjut antarinstansi guna
menyikapi belum sinkronnya
data kemiskinan di Badung.
“Kami minta pihak BPS Ba-
dung melakukan koordinasi
- bareng agar tidak menjadi
beban data kemiskinan,”
{ 3 DA,
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ribuan jiwa. “Nanti kita akan

kombinasi data BPS dan

data yang riil kami miliki,

sehingga nantinya tidak lagi

menjadi beban. Namun kami
tetap by name by address,”

tegasnya.

erkait langkah yang akan

dilakukan guna menekan

angka kemiskinan di Badung,

Wabup Suiasa menyebutkan,

pemerintah akan merancang
pola pendampingan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP).

Saat ini UEP di sejumlah desa
sudah jalan dan diarahkan
untuk warga miskin. Namun
pendampingannya yang be-
lum jelas.

" “Kami sudah rancang un-

Bagng yang mencapai 600
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ungkapnya.

Menurut pejabat asal Desa
Pecatu ini, BPS menggunakan
pola ekonomi makro. Dalam
hal ini penduduk miskin yang
telah menetap selama enam
bulan di Kabupaten Badung
masuk hitungan. Kendati
bukan warga Badung atau
ber-KTP Badung, mereka ma-
suk data BPS sebagai warga
miskin, sehingga menemukan
.angka 12 ribu jiwa.

tuk pendampingan bantuan
UEP ini agar tepat sasaran
dan efektif mengurangi ke-
miskinan. Selama ini belum
ada pendampingan untulg
pengelolaan dana yang kami
kucurkan sebesar Rp 15 jute
ini,” jelasnya.

Dengan konsep pendamp-
ingan, terang mantan Wakil
Ketua DPRD Badung itu,
UEP akan benar-benar ber-
manfaat dan terarah. Karena
itu, pihaknya akan menjajaki
kerja sama dengan BPD Bali
atau LPD di desa terkait
untuk menyediakan tenaga
pendamping UEP.

“Untuk penanganan ke-
miskinan skala besar di
tingkat kabupaten, kami
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“Hal ini sangat berbeda
dengan pola yang kami laku-
kan, yakni dengan pola by
name by address. Pola ini
adalah data riil yang kami
dapat dari desa atau kelura-
han yang ada di Kabupaten
Badung,” jelasnya. &

Dengan pola tersebut, pi-
haknya menemukan angka
kemiskinan di Badung hanya
ada enam ribu jiwa atau satu
persen dari jumlah penduduk

akan melakukan kerja sama
dengan desa. Sehingga selain
APBD, APBDes juga ikut
membantu mem-back up pro-
gram pengentasan kemiski-
nan,” tegasnya. (kmb27)
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Gunakan Skema Tahun Jamak

L

Alokasi Anggarannya

I S A

REVITALISASI Pasar KESEPAKATAN me*

Banyuasri disepakati dik- ma:lkali sléema tallilun jamak

suda ituangkan dalam

erjakan selama duatahun  pepandatanganan nota kes-

anggaran (2019 dan 2020). epakatan Senin (25/2) lalu.

Untuk mencapai target itu kP:gan(tialt:ilng%nan itu dilaku-
setelah sidang pari

pemerintah daerah bersama pembahasan tigl;grl;ncg:;:?l

pgRD Buleleng, sepakat peraturan daerah (ranperda)

pelaksanaan revitalisasi dpl Ged&mg DPRD Buleleng.

% o ~ Penandatanganan ini dihad-

_proyek itu selama dua  iri Bupati Putu Agus Surad-

~ anggaran tahun jamak. 5, apg, & g 'taﬁ'
ﬁﬂm seluruh biaya revi- kese ' geewan.albe ikan

talisasi Rp 188 miliar lebih
dﬂﬂm dua jsasi tahun jamak itu dis-

etujui untuk dilaksanakan.

&

skema seperti itu nantinya eputusan menuntaskan
pelaksanaan proyek itu

revitalisasi Pasar Banyuasri
dalam dua tahun ke depan.
Proyek itu saat disosialisa-
sikan melibatkan lebih dari
500 pedagang pasar. Lalu,
- muncul desakan pedagang
agar pemerintah memberi-
~kan jaminan terkait kepas-
tian waktu pelaksanaan
proyek itu. Pedagang tidak

: ewa : W‘ ingin revitalisasi pasar itu
Srrams e st . - mandek di tengah jal
E: ,‘ ] gah jalan,

jaan proyek itu perlu skema  karena alasan anggaran yang

. anggaran tahun jamak? tersedia justru tidak cukup.
. Bupat}_Putu Agus Surad-

Bupati khawaq:ir.revitalisasi

sanaan proyek bertahap,
Pasar Banyuasri tidak bisa

.nyaniJ. mengatakan, pertim-

bangan memakai skema ta-

~hun jamak ini karena pemer-
intah daerah tidak ingin

revitalisasi Pasar Banyuasri
itu berjalan lambat. Hal sep-
erti itu justru dapat menim-
bulkan dampak tidak baik

bagi pedagang itu sendiri.
é;ial;gi, pengalaman pelak-

ketika pemerintah melan-
jutkan pengerjaan ke tahap
berikutnya, harus dilakukan
pada masa pemeliharaan
pekerjaan yang telah diker-
jakan. Bahkan, masa peme-
liharaan ini berlangsung
enam bulan, sehingga kalau
skema lama itu di

digunakan,
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dikerjakan tuntas seratus
persen. “Pelaksanaan teknis
di lapangan agar dipermu-
dah. Kita tidak ingin diprotes
pedagang. Akibat terlalu
Jama proyeknya tidak tuntas,
sehingga kita sepakati ber-
sama dewan memakai skema
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kesepakatan pelaksana

tahun jamak dan tahun 2020
anggarannya sudah dipasang
dan pelaksanaan berlanjut,”
katanya.

Terkait teknis pelaksa-
naan revitalisasi, pemerintah
tidak ingin kualitas penger-
jaan proyek itu berubah-
ubah dari dokumen peren-
canaan yang sudah disusun.
Ini penting karena kalau
pelaksanaan bertahap di-

der tahap kedua nanti bisa
saja tidak sama kualitas
pekerjaannya dengan yang
dilakukan pada tahap awal.
“Kalau dikerjakan saat tahun
jamak, nanti masa pemeli-
haraannya dilakukan setelah
proyek tuntas seratus persen,
sehingga akan menghindari
pelaksanaan proyek molor
dari target yang sudah diten-
tukan,” tegasnya. ;
Seperti diberitakan sebe-
lumnya, revitalisasi Pasar
Banyuasri mulai digarap ta-
hun 2019 ini, berlanjut 2020
mendatang. Untuk memban-
gun pasar semimodern per-

memerlukan total anggaran
Rp 188 miliar. :
Tahun ini akan diker-

o

lakukan dengan dua kali
tender. Maka pemenang ten-

tama di Bali Utara, pemkab

dan Tata Usaha BPK I Pervwalilav Provinsi Bali
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SEPAKATAN - Bupati Putu Agus Suradnyana (i gengah) menunjukkan nota
ko an Ir"evitalisasi Pasar Banyuasri dengan skema anggaran

tahun jamak di Gedung DPRD%Bulelenrgﬁ,ﬂmiil_(.?W) lalﬂ._ 7

jakan konstruksi awal den-
gan menelan anggaran Rp
94,289 miliar lebih. Paket
pekerjaan ini sudah masuk
tahap persiapan pengumu-
man pekerjaan dan tender
di Bagian Layanan Pen-
gadaan (BLP) Barang dan
Jasa Sekkab Buleleng. Selain
itu, pemerintah juga sedang
membangun pasar darurat
untuk menampung lebih dari
500 pedagang yang mulai
direlokasi April 2019 men-
datang. Untuk tahap dua
pada tahun 2020, pemerintah
melanjutkan pengerjaannya
hingga tuntas seratus persen
dengan alokasi anggaran Rp
85,710 miliar lebih.

Acara itu juga dihadiri

- Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspa-

ka, M.P., Asisten Perekonomi-
an Ni Made Rousmini, Kepala
Badan Perencanaan Pemban-
gunan Daerah Pengembangan
Penelitian (Bappeda Litbang)
Nyoman Genep, Kepala Dinas
Perdagangan Perindustrian
(Disdagprin) Ketut Suparto,
dan utusan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan Rakyat
(PUPR). Sedangkan, DPRD
dipimpin Ketuanya Gede Su-
priatna bersama anggotanya.
(mud)
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merampungkan tugasnya ter- paran, akuntabel dan dapat
* hadap Iaporan Satuan Jajaran ~ dipertanggungjawabkan. Jika
Kodam IX/Udayana. Laporan para Dansat/Kabalak masih
hasil audit tersebut diserahkan ~mengalami kendala agar dik-
kepada Pangdam Mayjen TNI  oordinasikan dengan TlmWas-
Benny Susianto, Senin (25/2) rik: BPK RIS S
lalu di Makodam, Denpasar. IaberharapTimWasnkBPK
- Dalamsambutannya, Pangdam ~ dapat mewadahi dan mem-
Benny Susianto mengatakan berikan arahan serta masukan
sekitar delapan hari melak- - untuk penyempurnaan pelaksa-
sanakan tugas pengawasan dan = naan program kelgfdan angga-
pemeriksaan di wilay: ah Kodam ran ke depan. Sehingga
IX/Udayana, Wasn.k BPK

IX/Udayana sebagai salah satu
mendapatkan temuan-temuan Kotama TNI Angkatan Darat
* penting. dapat berkontribusi Pesmt' da-

Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
Pada waktu bersamaan,
N 1ti temu - Kasdam IX/Udayana Brigjen
M ma ran dan keten- TNI Kasuri mewakili Pang-
tuan yang berlaku. "Kepada dam menerima laporan hasil
para Dansat dan Kabalak jaja- wasrik Tim Post Audit Inspek-
~ ran Kodam IX/Udayana yang torat Jenderal TNI Angkatan
jadi objek pemeriksaan Darat (Itjenad). Tim Wasrik
x segera mempelajari serta  Itjenad melaksanakan tugas-
perbaxkan serta pe-  nya sekitar 15 hari di satuan
nyempurnaan sesuai petunjuk, = jajaran Kodam IX/Udayana.
arahan dan rekomendasi dari  Brigjen Kasuri mengatakan,
Tim Wasrik ée

tersebut Benny Susianto me-
paikan terima kasih dan
berA omrtme ) unuk segera

BPKRI.
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Denpasar i Post) - Dengan demikian pelak-
~ Tim Pengawasan dan Pe- sanaan program kerja dan . .
~_meriksaan (Wasrik) BPK RI anggaran berjalan secara trans-

Mencerni i hasil temuan lam upaya mencapai predikat

PK RI,” ujarnya. . hasil temuan Wasrik tersebut

HASIL-AUDIT - Pan;dam IX/Uduym
Benny Susianto menenma hasil audit dari.

akan ditindaklanj }ti déhgan
cara melakukan perbaikan

- sesuai aturan dan ketentuan

yang berlaku. Temuan dan
koreksi maupun atensi hasil
pemeriksaan yang diberikan
serta penjelasan tentang ber-
bagai perubahan diperlukan
~agar segera ditindaklanjuti
para kepala dan komandan di
masing-masing satuan,
Dengan demllglan tidak
terulang lagi adanya kesalahan
yang sama, sehingga pelaksan-

‘,KwadaTlmwaSNkPQBtARd‘t
Ttjenad, apabila masih terdapat
hal-hal yang perlu dikomu-

nikasikan lebih lanjut dengan
objek pemeriksaan, kami siap
membantu dan memfasilitasi
secara optimal untuk mem-
perlancar penyelesaian dan
perbaikan programyangmasm

memerlukan perbaikan,”
~ Kasdam. (kmb36) m
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- DANA KELU RAHAN
Per Kelurahan
Kebagian Rp 352 ]uta

SINGARAJA - Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng
disebut akan mendapat cipratan dana dari pemerintah pusat. -
Masing-masing kelurahan, akan mendapatkan dana hingga
Rp 352 juta. Dana itu meningkat dua kali lipat lebih, dari ang-

: ga:anruﬂnyangberkisarpﬂaangkaﬁplﬁﬂmtapertahun

- Saat ini tercatat ada 19 kelurahan yang ada di Kabupaten
Buleleng.Setnnyaklnelumlma‘dadeecammBuleleng
sementara duakelmahanlaumyaadadxl(ecmmn&xkasada

PenwmtahNonle’lhhmwlBteanetmmmL“Sdmg
masih menunggu perbup soal pengelolaan anggaran itu. Ini
juga kan berkaitan dengan anggaran yang besar, jadi lurah harus
siap dengan pengelolaan tersebut. Seperti penatausahakeuangan,
bendahara pembantu, sampai pejabat pelaksana teknis kegiatan,
ituharusdisiapkan,’ katanya.

Sembari menanti aturan tersebut, pﬂmkkecanmmnpmakan
melakukan bimbingan teknis untuk pengelolaan anggaran
tersebut. Sehingga saat peraturan bupati telah disahkan, stafdi
kelurahan sudah siap dengan pengelolaari anggaran tersebut.

“SDM-nya kami slapkan dulu, supaya mereka smp
mengelola anggaran,” xukasnya (eps/gup) g
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